PENDAPAT HUKUM
TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 284/PDT.G/2007/PN.JAK.SEL.
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)  MELAWAN 

PT LAPINDO BRANTAS INCOPORATED, DKK.
I. PENGANTAR
Pada bulan Maret 2006, PT Lapindo Berantas melakukan eksplorasi pada sumur Banjar Panji I yang merupakan salah satu sumur eksplorasi yang berada di Blok Brantas di desa Renokenongo, Porong Sidoardjo Jawa Timur. Dan pada tanggal 29 Mei 2006 terjadi semburan lumpur panas di area eksplorasi PT Lapindo Berantas. Semburan lumpur tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik secara ekologis, ekonomis, sosial serta psikologis. Hingga saat ini masyarakat masih menanggung kerugian akibat adanya semburan lumpur panas tersebut. 
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi yang konsen pada pelestarian lingkungan hidup memandang, bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Lapindo Berantas. Maka Walhi berdasarkan hak gugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor perkara 284/Pdr.G/2007/PN.Jak.Sel. Pada tanggal 19 Desember 2007 perkara tersebut  telah diputus oleh Majelis Hakim.
Karena fenomena semburan lumpur panas Lapindo merupakan masalah krusial, maka perlu disusun sebuah pendapat hukum terhadap putusan Majelis, untuk melihat secara mendalam dan kritis terhadap argumen dan putusan yang telah di keluarkan.
II. POSISI KASUS PERSIDANGAN
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengajukan gugatan berdasarkan hak gugat (legal standing) karena selama ini Walhi melakukan pekerjaan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Walhi selama lebih dari 25 tahun melakukan pengorganisasian, kampanye, pendidikan rakyat, dialog maupun desekan kepada pemerintah dan beberapa kali melakukan gugatan melalui pengadilan dalam kasus-kasus lingkukang hidup, yang kesemuanya dilakukan dalam rangka penyadaran dan usaha pelestarian lingkungan hidup.

Gugatan Walhi ini ditujukan kepada 12 pihak tergugat yaitu PT. Lapindo Berantas Incorporated (tergugat I), PT. Energi Mega Persada, Tbk (Tergugat II), Kalika Energy Limited (Tergugat III), PAN Asia Enterprise, Ltd (Tergugat IV), PT. Medco Energi, Tbk (Tegugat V), Santos Brantas Pty., Ltd (Tergugat VI), Pemerintah RI, Cq. Presiden RI (Tergugat VII), Pemerintah RI, Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat VIII), Pemerintah RI, Cq. Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Tergugat IX), Pemerintah RI, Cq. Menteri Negara Lingkungan Hidup (Tergugat X), Pemerintah Daerah Provensi Jawa Timur RI, Cq. Gubernur Jawa Timur (Tergugat XI), Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo RI, Cq. Bupati Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XII).

Menurut Walhi para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya pengrusakan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin, kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, Walhi menuntut agar para Tergugat II, III dan IV (PT. Energi Mega Persada, Tbk, Kalika Energy Limited, PAN Asia Enterprise, Ltd) menanggulangi dan melakukan pengembalian lingkungan hidup yang rusak dengan biaya tergugat II, III dan IV.
Walhi juga menuntut agar Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI (PT. Lapindo Berantas Incorporated sebagai tergugat I, PT. Energi Mega Persada, Tbk sebagai Tergugat II, Kalika Energy Limited sebagai Tergugat III, PAN Asia Enterprise, Ltd sebagai Tergugat IV, PT. Medco Energi, Tbk sebagai Tegugat V, Santos Brantas Pty., Ltd sebagai tergugat VII, untuk dengan segala usaha dan kemampuan, baik fisik maupun secara financial menghentikan semburan lumpur, memperbaiki sarana dan prasarana pubik, sosial dan kemasyarakatan,serta menanggulangi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi serta mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak tersebut sehingga berfungsi sebagaimana awalnya sebelum terjadi semburan lumpur, termasuk di wilayah lainnya yang nantinya mengalami kerusakan akibat semburan tersebut, dengan biaya yang ditanggung mereka masing-masing secara tanggung renteng.
Walhi juga menuntut agar menghukum dan memerintahkan Tergugat VII (Pemerintah RI, Cq. Presiden RI) untuk melakukan evaluasi asas kontrak kerjasama di Blok Berantas dan melaporkannya secara terbuka serta berkala kepada publik dan dalam masa proses evaluasi tersebut, untuk menghindari resiko kejadian serupa maka melakukan moratorium atas semua kontrak kerjasama di Blok Brantas.
Walhi juga menuntuk untuk menghukum dan memerintahkan kepada masing-masing tergugat untuk meminta maaf secara terbuka dan tertulis kepada masyarakat korban pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, melalui media elektronik maupun cetak, baik di tingkat nasional maupun lolal.
Walhi juga menuntut untuk menghukum dan memerintahkan para tergugat membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- setiap hari apabila para tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan perkara ini.
Selain tuntutan pokok perkara, Walhi juga mengajukan permohonan Provisi yaitu memerintahkan kepada tergugat IV (Presiden RI) untuk membentuk Tim Nasional Pemulihan Dampak semburan Lumpur Panas Lapindo Brantas yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah, LSM di bidang pelesatarian lingkungan dan hukum, advokasi masyarakat serta hak asasi manusia, akademisi dan ahli pertambangan. 
Walhi dalam Provisi juga menuntut untuk memerintahkan Tergugat I untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka menghentikan pelanggaran-pelanggaran yaitu untuk tidak melakukan pembuangan lumpur dan air lumpur secara sembarangan tanpa melalui pengolahan lebih dahulu. Dan kepada tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk tidak melakukan pengalihan dan penjaminan terhadap asset-asetnya serta harta kekayaan kepada pihak lain.
Persidangan kasus ini menghadirkan beberapa saksi atau saksi ahli, baik yang diajukan penggugat maupun tergugat. Saksi dan saksi ahli yang diajukan penggugat diantaranya adalah Kudori (Petani di Renokenongo), Rudi Budihardo (warga Jatirejo), Hari Suwandi (warga desa Kd. Bendo), Santoso, DR. Asep Warlan Yusuf (Saksi Ahli), DR. Ir. Rudi Rubiandini R.S (Saksi Ahli), Dayu Setyorini (Saksi Ahli), Mas Achmad Santosa, SH (saksi Ahli). 
Adapun saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah Hj. Machmudatul Fatcyiyah (Kades 1999-2007), Sali (Warga), Sampun Hadi Prayitno (Penjaga Pintu Air di Porong), Ir. Agus Guntoro (Saksi Ahli Geologi), Prof. Sukendar Asikin (Saksi Ahli bidang Tektonik), Ir. Mochamad Sofian Hadi (Saksi Ahli bidang Tektonik), DR. Ir. Dody Nawangsidi (Saksi Ahli Tehnik Pengeboran dan bebaruan), Prof. Dr. Agoes Soegianto, DEA, Ir .

Dalam eksepsinya, para Tergugat mempersoalkan legal standing para penggugat. Tetapi oleh majelis hakim Walhi dianggap memiliki legal standing dan menolak eksepsi para tergugat. Terkait dengan permohonan Provisi Walhi, Majelis berpandangan bahwa tidak ada yang bersifat mendesak sehingga harus dikeluarkan putusan sela. Putusan terhadap permohonan provisi disertakan dalam putusan akhir.
Oleh majelis Hakim, semburan lumpur panas lapindo berantas yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan dianggap sebagai peristiwa notoir, sehingga menurut Majelis harus dinyatakan telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi. Namun persoalannya menurut Majelis Hakim, apakah terjadinya lumpur panas tersebut disebabkan oleh tindakan para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum? Untuk menjawab masalah ini, majelis berusaha menguji apakah peristiwa notoir tersebut disebabkan oleh kesalahan Tergugat I (PT Lapindo Berantas) dalam pengeboran atau disebabkan oleh fenomena alam.
Untuk menjawab masalah diatas, menurut Majelis yang paling kompeten memberi keterangan adalah ahli geologi karena berkaitan dengan lumpur yang keluar dari bumi dan ahli pengeboran minyak karena berkait dan dengan sumur pengeboran milik Lapindo Berantas. Menurut Majelis, 4 orang saksi ahli yang diajukan Walhi yang kompeten menjawab masalah diatas hanyalah 1 orang saksi ahli yaitu Dr. Ir. Rudi Rubiandini. Sementara 3 yang lain dianggap tidak dapat menjelaskan karena DR. Asep Warlan Yusuf, SH, MH dianggap oleh Majelis ahli dalam bidang Administrasi. Sedangkan Achmad Santosa, SH dianggap ahli di bidang studi lingkungan. Sebaliknya, Majelis berpendapat bahwa 4 saksi ahli yang diajukan tergugat kompeten dalam menjelaskan masalah diatas, yaitu Dr. Ir. Agus Guntoro, SH ahli bidang Geologi, Prof. dr. H. Sukendar Asikin sebagai ahli bidang geologi khususnya gerak tektonik, Ir. Mochamad Sofian Hadi, ahli geologi, dan DR. Ir. Dedy Nawangsidi sebagai ahli bidang pengeboran.
Menurut saksi Ahli penggugat Dr. Ir. Rudi Rubiandini, penyebab semburan lumpur adalah pada awalnya pada lubang sumur yang sedang dib or oleh PT Lapindo Berantas, karena pada pengeboran kedalaman 9270 feet belum dipasang casing. Namun pendapat ini dibantah oleh Saksi Ahli tergugat, dan menurut mereka itu karena peristiwa alam yang diakibatkan oleh gempa di Jogjakarta. Dalam pemahaman geologis fenomena alam ini disebut gunung lumpur atau mud volcano.
Menurut Mejelis, terjadinya semburan lumpur panas di Banjir Panji I karena fenomena alam  bukan akibat kesalahan dari Tergugat I PT Lapindo Berantas. Majelis menyatakan, bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian, Majelis menolak gugatan penggugat. Menurut Majelis, karena petitum no. 2 ditolak maka terhadap petitum selebihnya dinyatakan ditolak pula. Selanjutnya majelis menyatakan, karena gugatan penggugat ditolak maka alat bukti yang diajukan oleh Tergugat lainnya dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Menurut Majelis, karena semburan lumpur panas Lapindo adalah fenomena alam/bencana alam, maka tentang hal ini perlu dipertimbangkan kewajiban para Tergugat terutama Pemerintah dari segi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Menurut Majelis Negara Indonesia adalah tipe Negara kesejahteraan dimana Negara ikut campur dalam urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana disebut dalam muqodimah UUD 1945, bahwa Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah daarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa ditinjau dari segi hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara, Negara/pemerintah dalam hal ini tergugat VII, VIII, IX, X, XII mempunyai tanggungjawab hukum untuk menanggulangi serta melakukan pengembalian lingkungan hidup yang rusak dengan segera menghentikan semburan lumpur, memperbaiki saran dan prasarana publik, sosial dan kemasyarakatan. Selain itu, karena lokasi semburan lumpur panas berada di area sumur pengeboran milik tergugat I PT Lapindo Berantas, maka menurut Majelis, secara moral Tergugat I juga mempunyai kewajiban sama seperti pemerintah seperti diatas.
Mengadili:

1. Menolak eksepsi para tergugat

2. Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

4. Menghukum  Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.184.000,-

III. ANALISA PUTUSAN
1. Pembatasan hanya saksi ahli bidang Geologi dan pengeboran minyak yang dapat menjelaskan semburan Lumpur Panas lapindo merupakan kekeliruan Majelis

· Dalam melihat semburan lumpur panas Lapindo, majelis telah membuat pembatasan secara keliru dalam melihat fenomena semburan lumpur Lapindo yaitu dengan membatasi saksi ahli pada bidang geologi dan pengeboran minyak. Seharusnya hakim dapat melihat fenomena lumpur lapindo sebagai peristiwa notoir secara komprehensip dan menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Dengan begitu, hakim mempunyai gambaran yang lebih utuh tentang fenomena semburan lumpur panas lapindo dan mengambil keputusan yang tepat.

2. Kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral memerlukan AMDAL
· Dalam menguji ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Majelis hanya melihat dari sudut pandang apakah fenomena semburan lumpur panas Lapindo sebagai fenomena alam atau sebagai kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat I pada saat pengeboran. Padahal untuk menguji ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam kasus lumpur Lapindo, hakim juga dapat melihat sejak proses pengeboran minyak itu dilakukan. Pada pengeboran minyak  tersebut, ternyata Tergugat tidak didukung dengan Analisis terhadap Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal menurut Keputusan menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001 menentukan bahwa kegiatan usaha bidang energy dan sumber daya mineral adalah termasuk bidang usaha yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Dengan tidak adanya AMDAL, maka tidak ada antisipasi penanganan yang tepat berdasarkan kaidah ketehnikan yang baik dan benar. 
· Seharusnya, majelis juga dapat menguji perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan dasar tersebut diatas.
3. Tidak memasang casing sebagai tindakan kelalaian dan merupakan perbuatan melawan hukum
· Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kelalaian pada saat pengeboran yaitu tidak memasng casing. Padahal pemasangan casing merupakan prosedur standar yang seharusnya dilakukan dalam setiap pengeboran. Pemasangan casing bertujuan untuk menghadapi bahaya dan merupakan upaya preventiif. Kalau casing dipasang, jika terjadi kecelakaan dalam pengeboran akan baik-baik saja. Artinya dengan tidak memasng casing sebenarnya pihak Tergugat I PT Lapindo Berantas telah melakukan kesalahan. Walaupun tidak terjadi semburan lumpur panas Lapindo, tindakan itu tidak procedural dan merupakan langkah yang membayakan bagi proses pengeboran, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian. Seharusnya majelis hakim menggali dapat lebih mendalam tentang standar pengamanan dalam pengeboran minyak, khususnya menyangkut pemasangan casing.
· Dalam kesaksian dari saksi ahli yang terkait dengan kelalaian memasang casing hanya ada dua saksi ahli yang dapat memberikan penjelasan yaitu Dr. Ir. Rudi Rubiandini dari Penggugat dan Dr. Ir. Didi Nawangsidi dari tergugat. Dengan demikian hanya ada dua ahli yang berbeda pandangan terhadap pemasangan casing tersebut. Seharusnya majelis dapat lebih jauh mengesplorasi masalah kelalaian dalam pemasangan casing ini. 
· Terkait dengan penyebab terjadinya lumpur panas Lapindo, terlihat hakim hanya mempertimbangkan aspek kuantitas saksi ahli yang diajukan oleh masing-masing Penggugat dan tergugat, dimana menurut Majelis hanya satu saksi ahli penggugat yang dapat memberikan kesaksian secara kompeten dan 4 dari saksi ahli yang diajukan tergugat. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan aspek kualitatif terhadap penyebab semburan lumpur panas Lapindo, khususnya terkait dengan kelalaiand alam pemasangan casing.
4. Putusan Majelis Ambivalen 
· Majelis menyatakan, bahwa para tergugat terbukti tidak bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi majelis juga menyatakan bahwa Tergugat harus bertanggungjawab terhadap semburan lumpur panas Lapindo. Hal ini menunjukkan inkonsistensi Majelis dalam melihat fenomena lumpur panas Lapindo, dan itu disebabkan oleh tidak utuhnya melihat fenomena tersebut dari berbagai sudut pandang. Secara normatif, pihak yang dinyatakan tidak bersalah tidak harus mempertanggungjawabkan sesuatu. Tetapi hal itu terjadi pada putusan Majelis, bahwa tergugat memiliki kewajiban bertanggungjawab terhadap semburan lumpur panas Lapindo.
· Dengan adanya dua pertimbangan tersebut, mana yang harus menjadi acuan, apakah pihak tergugat tidak bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tergugat harus bertanggungjawab terhadap semburan Lapindo. 
IV. KESIMPULAN
1. Majelis tidak utuh melihat fenomena semburan lumpur panas Lapindo
2. Putusan hakim ambivalen sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
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